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Pada Pasal 2 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 perubahan atas Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi, dijelaskan bahwa suatu badan usaha dapat dipidana apabila melakukan praktik korupsi dengan tujuan untuk
menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan dan perekonomian negara dengan
ancaman hukumannya minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun. Dalam Pasal 3 ancaman hukumannya minimal 1 tahun maksimal
20 tahun.
Pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah pegawai yang berperan sebagai penata kebijakan perekonomian dalam
menghasilkan keuntungan untuk negara bahkan menjadi subjek penting dalam hal pengelolaan sumber daya alam dan
perkembangan ekonomi masyarakat. Sehingga suatu tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum BUMN akan menimbulkan
kerugian terhadap perkembangan suatu negara.
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai
bank badan usaha milik negara, penerapan sanksi pidana dan upaya penanggulangan yang sudah diterapkan.
Untuk memperoleh data, dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan untuk memperoleh data
sekunder dengan mempelajari buku-buku, undang-undang, dan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan judul skripsi ini.
Sedangkan penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer, dengan cara mewawancarai responden dan
informan.		Dari hasil penelitian diketahui kurangnya pengawasan internal dan eksternal menjadi faktor dilakukannya praktik
korupsi. Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai bank yaitu sanksi pidana penjara, sanksi
pidana denda dan sanksi pidana administratif seperti pemecatan. Upaya pencegahan yang sudah diterapkan yaitu dengan know your
customer principles, GNC, Fit dan Proper Tes, dan upaya dari KPK.
Diharapkan kepada seluruh lembaga perbankkan BUMN meningkatkan tunjangan kepada seluruh pegawai bank, pembangunan
kerohaniawan ,pembinaan mental dan kepada hakim agar menjatuhkan hukuman yang berat baik sanksi pidana penjara, denda,
maupun administrative juga disarankan kepada kepolisian Polresta Banda Aceh, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kejaksaan Negeri
Banda Aceh dan Pengadilan Tipikor agar melakukan upaya pencegahan yang maksimal.
